
 

 

 

 

 

 

 
BUPATI  SINJAI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI SINJAI 

NOMOR  17  TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINJAI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SINJAI, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

pemungutan retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Bupati 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sinjai, perlu 
dilakukan penyempurnaan dan perubahan dalam 

penerapan NJOP terhadap objek retribusi yang 
belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak 

terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk 
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi;  
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sinjai; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74 Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 
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  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5049); 
 

   7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4234); 
 

   8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5679); 

 
  9 . Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3980); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit 
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3981); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 
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  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 32); 
 

  14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan 
Informatika dan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 418 Tahun 2009, Nomor 
07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03 

/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara 
Telekomunikasi; 

 
  15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Sub Bidang 
Postel; 

 
  16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 

 
  17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Nomor 68); 
 

  18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 19); 
 

  19. 
 

 
 

 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 

  20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten 
Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 
Nomor 25); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 
2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI 
KABUPATEN SINJAI. 

 

Pasal I 
 
Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 

2013 Nomor 25), diubah sebagai berikut: 
 

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dicabut, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 3 

 
(1) Tarif retribusi pengendalian menara sebesar 2% (dua persen) dari NJOP. 

 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP sebagaimana 
yang berlaku pada penerapan PBB. 

 

(3) Dihapus. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sinjai. 
 

Ditetapkan di Sinjai 
pada tanggal 15 Mei 2015 

 

       BUPATI SINJAI,  
 

                          
                                                                                     ttd 
 

 
       H. SABIRIN YAHYA 

 

 
 

Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal 15 Mei 2015 
 
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 
 

 
 
 

H. TAIYEB A. MAPPASERE  
BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 17 
 


